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ABSTRAK 

Analisis pembiayaan merupakan penilaian terhadap nasabah dan usahanya 

untuk diperoleh alternatif sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan yang akan diambil. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prosedur 

kelayakan pembiayaan mikro oleh BPRS Harta Insan Karimah Ciledug dan juga 

untuk mengetahui analisis kelayakan pembiayaan mikro pada BPRS Harta Insan 

Karimah Ciledug. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk melihat kondisi dan 

potensi perusahaan nasabah melalui penilaian kelayakan usaha nasabah. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pendekatan studi 

kasus yang menghasilkan data-data deskriptif, berupa sebuah fakta dengan 

interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antara fenomena yang diteliti. Selain itu data yang digunakan dalam 

skripsi ini yaitu data primer yang berupa hasil wawancara dan data sekunder 

berupa sebuah dokumen, serta data tertulis seperti dari buku, majalah, surat kabar, 

jurnal maupun makalah. 

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa BPRS Harta Insan Karimah Ciledug 

memiliki prosedur yang mengedepankan kemudahan dalam prosesnya dan 

memiliki persyaratan yang sederhana terhadap calon nasabah yang ingin 

mengajukan pembiayaan mikro. Kemudian setelah nasabah mengajukan 

permohonan dalam pembiayaan, maka BPRS Harta Insan Karimah Ciledug akan 

menganalisis terhadap pembiayaan yang telah diajukan dengan menggunakan 

penilaian berupa prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition). 

 

Kata Kunci  : Analisis Kelayakan, Pembiayaan Mikro, BPRS HIK Ciledug 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian suatu negara 

tergantung terhadap lembaga keuangannya terutama perbankan. Lembaga 

keuangan suatu negara mempunyai peran penting bagi aktivitas 

perekonomian, salah satunya adalah peran strategis bank yaitu sebagai 

wahana yang mampu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat 

secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat.
1
 Oleh 

karenanya setiap negara berusaha agar perbankan selalu dalam kondisi yang 

sehat, aman dan stabil.  

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, ditegaskan bahwa, “Perbankan syariah merupakan 

lembaga intermediasi (intermediary institution) yaitu menghimpun dana dari 

masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan ke masyarakat yang 

kekurangan dana, disamping sebagai lembaga yang memiliki fungsi sosial.
2
 

Oleh karena itu perbankan syariah mempunyai kedudukan yang sangat 

strategis untuk turut menggerakkan sektor riil dalam rangka meningkatkan 

laju perekonomian dan pembangunan di Indonesia.  

 

                                                           
1
 M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis, 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2012),  Cet, Ke-1,  h. 80. 
2
 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004),  h.41. 
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Selain itu perbankan syariah juga merupakan bagian dari sistem 

perbankan nasional yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian 

ekonomi nasional khususnya ekonomi syariah.
3
 Dalam Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2008 juga dijelaskan bahwasanya Bank Syariah adalah 

Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan 

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah yaitu Bank Syariah yang 

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu Bank Syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4
 

Salah satu jenis Bank yang diperbolehkan di Indonesia berasaskan 

prinsip syariah adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS di 

Indonesia pada akhir bulan September 2018 bedasarkan data Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) tercatat sebanyak 168 BPRS.
5
 Salah satunya yaitu BPRS 

Harta Insan Kalimah yang berkedudukan di Ciledug. BPRS Harta Insan 

Karimah dalam operasionalnya memiliki produk-produk penyaluran dana, 

salah satunya berupa pembiayaan mikro syariah. Keberadaan BPRS 

diharapkan mampu mewujudkan dalam meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan lemah yang pada 

umumnya berada di daerah pedesaan dan meningkatkan dalam membina 

                                                           
 
3
 A. Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah,  (Jakarta : PT Gramedia Putsaka Umum, 

2012), h.14. 
4
 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. 

5
 Otoritas Jasa Keuangan, 2018, Daftar Alamat Kantor Pusat BPR Syariah. 
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semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka 

meningkatkan pendapatan per-kapita menuju kualitas hidup yang memadai.
6
  

Salah satu fungsi dari lembaga keuangan syariah baik makro maupun 

mikro adalah mendistribusikan pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah 

satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk 

memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.
7
 

Pembiayaan dipahami sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk 

mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri 

maupun dijalankan oleh orang lain. 

Pembiayaan usaha mikro merupakan sektor terpenting dalam 

perkembangan struktur industri dan produksi ekonomi di Negara-Negara 

sedang berkembang. Dalam konteks Indonesia, pembangunan dan 

perkembangan usaha mikro mempunyai arti strategis, yaitu untuk 

memperluas kesempatan kerja dan berusaha serta meningkatkan derajat 

distribusi pendapatan. Dengan adanya pembiayaan syariah kepada usaha 

mikro diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan 

sehingga hajat hidupnya dapat terpenuhi dan  kualitas kehidupan dapat 

meningkat dengan tanpa melanggar prinsip syariah. Salah satunya 

pembiayaan berupa kebutuhan akan modal kerja.
8
  

                                                           
6
 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilutrasi, 

(Yogyakarta:Ekonisia,2007), Cet, Ke-4,  h.95. 
7
 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek,  (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2011),  Cet, Ke-1, h.160. 
8
 Otoritas Jasa Keuangan, Industri Jasa Keuangan Syariah,  (Jakarta: Otoritas Jasa 

Keuangan, 2016), Cet, Ke-1,  h.167. 
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Peranan penting dari UMKM dalam kehidupan masyarakat adalah 

sebagai tempat mendapatkan penghasilan, dan mengembangkan potensi atau 

keterampilan yang mereka miliki. Dengan keberadaan UMKM, diharapkan 

untuk bisa terus berperan secara optimal dalam upaya menanggulagi 

pengangguran yang yang jumlahnya cenderung meningkat setiap tahunnya.
9
 

Dibalik peran dari usaha mikro bagi perekonomian nasional, sektor ini 

masih dihadapkan dengan permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor 

UMKM untuk mengembangkan usahanya yaitu kurangnya modal ataupun 

kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan usaha yang 

ingin didirikannya.
10

 Permasalahan lainnya juga berupa prosedur pengajuan 

yang sulit ataupun ada beberapa masyarakat yang belum paham dengan 

prosedur, tidak mempunyai agunan ataupun tidak adanya aset yang bisa 

digunakan sebagai kolateral.
11

 

Oleh karena itu, upaya dalam mengatasi masalah permodalan yaitu 

dengan mengajukan pembiayaan kepada BPRS HIK Ciledug. Akan tetapi 

pencairan dana dalam pembiayaan di bank, ditemukan salah satu masalah 

yaitu berupa penurunan pendapatan dalam penjualan, yang berakibat 

kemungkinan nasabah tidak dapat memberikan pembayaran setiap bulan 

dalam pembiayaan, yang dikenal dengan pembiayaan bermasalah.  

                                                           
9
 Tulus T.H. Tambunan, UMKM Di Indonesia,  (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009),  Cet, 

Ke-1, h.46. 
10

 LPPI dan Bank Indonesia. 2015. “Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM)”.(Online).https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Documents/Profil%2

0Bisnis%20UMKM.pdf di akses pada tanggal 8 Desember 2018, h.19. 
11 Tulus T.H. Tambunan, ibid, op.cit., h.235-236. 

https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf
https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf
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Rasio pembiayaan bermasalah atau non-perfoming financing (NPF) 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bedasarkan data OJK pada bulan Oktober 

2018, menduduki posisi tertinggi, yakni 11.35 %.
12

 Persentase ini adalah 

perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pemberian 

pembiayaan perbankan. Tingginya NPF di Indonesia tidak terlepas kasus 

kurang patuhnya sebagian Bank-Bank di Indonesia terhadap prinsip-prinsip 

kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan.
13

 

Pembiayaan bermasalah memberikan dampak yang kurang baik bagi 

negara, masyarakat, dan perbankan Indonesia. Likuiditas keuangan, 

solvabilitas dan profitabilitas bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan 

bank dalam mengelola pembiayaan yang disalurkan.
14

 

Bank dapat melakukan analisis permohonan pembiayaan calon debitur 

apabila persyaratan yang ditetapkan oleh Bank telah terpenuhi. Terhadap 

kelengkapan data pendukung permohonan pembiayaan, Bank juga 

melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari calon 

debitur dengan cara petugas Bank melakukan wawancara dan kunjungan (on 

the spot) ke tempat usaha debitur.  

Prinsip yang harus dilakukan bank syariah harus lebih hati-hati dan 

selektif di dalam pembiayaan terutama dalam memberikan pelayanan yang 

prima. Tujuan dari analisis pembiayaan adalah menilai mutu permintaan 

pembiayaan baru yang diajukan oleh calon debitur ataupun permintaan 

                                                           
12

 Otoritas Jasa Keuangan, 2018, Statistik Perbankan Syariah 2018 Oktober. 
13

 Saduldyn Pato, “Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang 

Manado”, dalam  Jurnal Emba, Vol. 1, No. 4, 2013, h. 876-885. 
14

 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), Cet, Ke-3, 

h.71. 
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tambahan pembiyaaan terhadap pembiayaan yang sudah diberikan yang 

diajukan oleh calon debitur lama.
15

 

Oleh karenanya dalam melakukan analisis terhadap keputusan 

pemberian pembiayaan kepada nasabah, bank harus membuat pedoman 

untuk menentukan kelayaaan seorang nasabah dalam memperoleh 

pembiayaan, yang merupakan salah satu faktor sangat penting bagi bank 

syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/ menolak 

permohonan pembiayaan. 

Bedasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merasa 

tertarik untuk mengkaji lebih dalam serta menganalisis kelayakan pengajuan 

pembiayaan oleh pelaku usaha mikro pada BPRS Harta Insan Karimah 

Ciledug, dengan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah. Dalam berbentuk  

skripsi yang berjudul “Analisis Kelayakan Nasabah  dalam Pembiayaan 

Mikro di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug”. 

 

B. Fokus dan Subfokus Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan agar 

pembahasan tidak terlalu meluas dan lebih terarah. Fokus penelitian pada 

skripsi ini yakni analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan mikro di 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, serta meliputi subfokus pada penelitian 

ini yakni BPRS Harta Insan Karimah Ciledug dalam menganalisa kelayakan 

nasabah bedasarkan prinsip 5C. 

                                                           
15

 Saduldyn Pato, op.cit. 
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C. Perumusan Masalah 

1) Bagaimana Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro oleh BPRS HIK 

Ciledug ? 

2) Bagaimana Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan Usaha 

Mikro oleh BPRS HIK Ciledug ? 

 

D. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Penulis, untuk meningkatkan pemahaman mengenai ilmu 

pembiayaan dalam menambah wawasan dan pengetahuan di bidang 

manajemen perbankan syariah. 

b. Bagi Akademis 

1. Dapat menjadikan pengetahuan tentang prosedur dalam 

mengajukan pembiayaan pada bank syariah 

2. Dapat menjadi wawasan dalam pengetahuan untuk menambah ilmu 

dunia perbankan 

c. Bagi Masyarakat 

Sebagai tambahan informasi bagi peneliti lain atau masyarakat untuk 

mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh BPRS dan mengetahui tata 

cara dalam mengajukan permohonan pembiayaan 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab. Adapun masing-masing 

bab secara singkat dijelaskan sebagai berikut : 
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BAB I  Pendahuluan 

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, 

fokus dan subfokus penelitian, perumusan masalah, 

kegunaan penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II  Tinjauan Pustaka 

Bab ini menerangkan mengenai deskrispi konseptual fokus 

dan subfokus penelitian dan hasil penelitian yang relavan. 

BAB III  Metodelogi Penelitian 

Bab ini mendiskripsian tentang tujuan penelitian, tempat 

dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur 

penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur 

pengumpulan data, teknik analisis data dan validitas data 

BAB IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang latar 

penelitian, temuan penelitian dan pembahasan temuan 

penelitian. 

BAB V  Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian 

sekaligus menjawab dari masalah yang telah dirumuskan. 

Selain itu juga berisi saran-saran yang sekiranya dapat 

dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian 

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

a. Pengertian BPRS 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR-Syariah) adalah salah satu 

lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya 

mengikuti prinsip–prinsip syariah ataupun muamalah islam. BPR Syariah 

berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan yaitu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan 

hanya dalam bentuk deposito berjangka dan menyalurkan dana sebagai 

usaha BPR Syariah. Sedangkan dalam Undang-undang perbankan Nomor 

10 tahun 1998 disebutkan bahwa BPR Syariah adalah lembaga keuangan 

bank yang melaksanakan kegiatan usahanya bedasarkan syariah.
1
 

Bedasarkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah 

Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran.
2
  

b. Fungsi BPRS 

BPRS merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang berfungsi 

sebagai pihak yang memfalitasi keinginan konsumen dalam hal transaksi 

                                                           
1
 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilutrasi, Cet, Ke-

4,  (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), h.90. 
2
 M. Nur Yasin, Hukum Ekonomi Islam, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h.106. 
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pembiayaan secara mengangsur / mencicil. Dalam hal ini maka BPRS 

dalam memberikan pembiayaan akan menjalankan fungsi dan tugasnya 

seperti : 

1. Melakukan analisis calon konsumen melalui survei lokasi 

2. Melakukan analisis dokumen-dokumen pengajuan transaksi 

pembiayaan 

3. Melakukan validasi akad pembiayaan dan menjelaskan 

4. Melakukan verifikasi terhadap jaminan pembiayaan.
3
 

c. Kegiatan Usaha BPRS 

Kegiatan BPRS pada dasarnya sama dengan kegiatan Bank Umum 

Syariah, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang 

dilakukan BPRS jauh lebih sempit. BPRS dibatasi oleh berbagai 

persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat seleluasa seperti Bank Umum 

Syariah. Keterbatasan kegiatan BPRS juga dikaitkan dengan misi 

pendirian BPRS itu sendiri.
4
 

Secara umum menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) meliputi sebagai berikut :
5
 

                                                           
3
 Otoritas Jasa Keuangan, Industri Jasa Keuangan Syariah, Cet, Ke-1, (Jakarta: Otoritas 

Jasa Keuangan, 2016), h.187. 
4
 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Cet, Ke-9, (Jakarta: PT RajaGarfindo Persada, 2011), 

h.37. 
5
 M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis, Cet, 

Ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 201. 
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1. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, penghimpunan dana 

tersebut dalam bentuk : 

a) Simpanan berupa tabungan bedasarkan akad wadiah atau akad lain 

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

b) Investasi berupa deposito atau tabungan bedasarkan akad 

mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah. 

2. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, penyaluran dana tersebut 

dalam bentuk : 

a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil bedasarkan akad mudharabah 

atau musyarakah 

b) Pembiayaan untuk transaksi jual beli bedasarkan akad murabahah, 

salam, atau istishna 

c) Pinjaman bedasarkan akad qardh 

d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada 

nasabah bedasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah 

muntahiya bit tamlik 

e) Pengambilalihan utang bedasarkan akad hawalah 

3. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan 

bedasarkan akad wadiah atau investasi bedasarkan akad mudharabah 

dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 



12 
 

4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

yang ada di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 

5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah 

lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah bedasarkan persetujuan Bank 

Indonesia 

Sedangkan dalam aktivitas operasionalnya bedasarkan Undang-

Undang Nomor 21 tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

dilarang :
6
 

1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip 

syariah 

2) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas 

pembayaran 

3) Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing, kecuali 

penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia 

4) Melakukan kegiatan usaha peransuransian, kecuali sebagai agen 

pemasaran produk asuransi syariah 

5) Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk 

untuk menaggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah 

6) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah diatur 

dalam undang-undang. 

                                                           
6
 M. Nur Rianto Al Arif., ibid, h. 200. 
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2. Pembiayaan 

a. Pengertian Pembiayaan 

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan 

pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank 

syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti pembelanjaaan, 

yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.
7
 

Pembiayaan mengandung dua makna.
8
 Pertama, kerja sama antara 

lembaga dan nasabah. Lembaga sebagai pemilik modal (shahibul maal) 

dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya. Kedua, 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

bedasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 

Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai aktivitas bank syariah 

dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank bedasarkan 

prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan 

pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna 

dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam 

bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima 

pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga 

menerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan 

                                                           
7
 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h.17. 

8
 Arrison Hendry, Perbankan Syariah, (Jakarta: Muamalah Institute,1999), h.17. 
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yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah 

diperjanjikan dalam akad pembiayaan.
9
 Oleh karena itu dasar pemikiran 

persetujuan pemberian pembiayaan oleh suatu lembaga keuangan kepada 

seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan.
10

   

Pembiayaan juga disebut dengan finanching, yaitu pendanaan yang 

diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh 

lembaga. Dalam perbankan, pembiayaan diartikan sebagai aktivitas bank 

syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang 

membutuhkan dana, seperti halnya BPRS menyalurkan dananya kepada 

nasabah. Akan tetapi, sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, 

bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam.
11

 

Dalam pasal 1 butir 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau 

tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :
12

 

1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah 

2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik 

3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan 

istishna 

                                                           
9
 Ismail, Perbankan Syariah, Cet, Ke-1,  (Jakarta: Kencana, 2011), h.105. 

10
 Moh Tjoekam, Pengkreditan Bisnis Inti Perbankan: Konsep, Teknik dan Kasus, 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,1999), h.1. 
11

 Ismail, op.cit. 
12

Asep Supyadillah, Hukum Perbankan Syariah,  Cet, Ke-1, (Jakarta: PT Wahana 

Kardofa, 2013), h.258. 
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4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh 

5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multijasa 

Bedasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, 

setiap nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank 

syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib hukumnya 

mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah dengan 

imbalan atau bagi hasil.
13

 Akan tetapi jumlah pembiayaan yang diberikan 

bank kepada nasabah atau penerima pembiayaan pada dasarnya tak 

terbatas. Besarnya jumlah yang akan diberikan oleh bank tergantung 

pada kebutuhan dan kelayakan dari usaha yang akan dibiayai serta 

kemampuan bank itu sendiri.  

Di samping itu, penentuan jumlah pembiayaan juga biasanya 

didasarkan pada jumlah dana yang disediakan sendiri (self financing) 

oleh penerima pembiayaan. Maksud dari self financing ini agar nasabah 

ikut menanggung resiko atas pembiayaan yang diberikan dan merasa 

bertanggung jawab terhadap proyek atau investasi yang dijalankan.
14

 

Jadi yang dimaksud dengan pembiayaan adalah menyediakan dana 

guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak 

memperolehnya.
15

 Kualitas pembiayaan sangat berpengaruh terhadap 

                                                           
13

 Faturraman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Cet, Ke-2, 

(Jakarta: Sinar Grafika,2014), h.65. 
14

 Faturraman Djamil, ibid, h.15. 
15

 Zainal Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alvabet,2005), 

h.185. 
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efektivitas pendapatan yang diharapkan. Oleh sebab itu, kualitas dari 

efisiensi harus dijaga, agar jangan sampai menjadi pembiayaan 

bermasalah yang akibatnya bukan saja menyebabkan tidak efektifitasnya 

pendapatan, tetapi lebih dari itu akan menyebabkan kerugian bank karena 

tidak terbayarnya kembali dana bank yang ditanamkan dalam 

pembiayaan itu.
16

 

b. Prinsip, Tujuan dan Fungsi Pembiayaan 

1) Prinsip-prinsip Pembiayaan 

a) Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba) 

b) Pengerahan pajak religius atau pemberian sedekah dan zakat 

c) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan 

hukum Islam (haram) 

d) Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan masyir (judi) dan 

gharar (transaksi yang tidak jelas) 

e) Penyediaan takaful (asuransi Islam).
17

 

Seperti yang sudah tertera di dalam QS Al-Baqarah : 278 yang 

berbunyi : 

َٰٱلرِّب  و َٰٓ  ي  َٰ َٰمِن  َٰب قِي  َٰم ا َٰو ذ رُواْ َٰٱللَّه  َٰٱت َّقُواْ َٰء ام نُواْ َٰٱلَّذِين  ا َٰكُنتُمَٰٓ  أ ي ُّه  َٰإِن اْ
َٰٓ  مُّؤ َٰمِنِين 

                                                           
16

 Nasruddin, “Pembiayaan Efektif Untuk Meningkatkan Likuiditas dan Profitabilitas 

Bank”, artikel diakses pada tanggal 8 Desember 2018 dari www wikipedia com. 
17

 Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaod, Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan 

Prospek, Cet, Ke-1, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta,2007), h.44. 
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 (٨٧٢:٨َٰ)َٰالبقرة/َٰ

Artinya : 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang 

yang beriman.
18

 

2) Tujuan Pembiayaan 

Tujuan pembiayaan adalah untuk menambah modal usaha, baik 

kredit maupun pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang 

nilainya diukur dengan uang. Adanya kesepakatan antara bank 

(kreditor) dengan nasabah penerima pembiayaan (debitur), dengan 

perjanjian yang telah dibuat dan disepakati.
19

 

Sedangkan tujuan pembiayaan secara umum dibedakan menjadi 

dua kelompok,  yaitu  dalam tujuan pembiayaan untuk tingkat makro 

dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.  

Secara makro tujuan pembiayaan bertujuan untuk :
20

 

1) Peningkatan ekonomi umat, dengan adanya pembiayaan 

masyarakat dapat melakukan akses ekonomi untuk bisa 

meningkatkan taraf ekonominya. 

                                                           
18

 Alquran dan terjemahannya. 
19

 Dadang Husen Sobana, Manajemen Keuangan Syari’ah, Cet, Ke-1, (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2018), h.260. 
20

 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Cet, Ke-1, (Yogyakarta: Akademi 

Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), h.17. 
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2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, yaitu untuk 

pengembangan usaha yang membutuhkan dana tambahan yang 

diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. 

3) Meningkatkan produktivitas, dalam hal pembiayaan memberikan 

peluang bagi masyarakat untuk mampu meningkatkan daya 

produksinya dan mengembangkan usahanya sebab upaya 

meningkatkan produksi tidak akan dapat terlaksana adanya dana. 

4) Terjadinya distribusi pendapatan, seperti usaha produktif yang 

mampu melakukan aktivitas kerja dan akan memperoleh 

pendapatan dari hasil usahanya, karena penghasilan merupakan 

bagian dari pendapatan masyarakat, yang disebut dengan distribusi 

pendapatan. 

5) Membuka lapangan baru, dengan dibukanya sektor-sektor usaha 

melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha akan 

menyerap tenaga kerja. 

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk : 

1) Upaya memaksimalkan laba, dalam setiap usaha yang dibuka pasti 

memiliki tujuan tertinggi, yaitu memaksimalkan laba usaha dan 

untuk menghasilkan laba maksimal, maka perlu pendukung dana 

yang cukup 

2) Upaya meminimalkan resiko, seperti diperusahaan dalam usaha 

untuk mampu menghasilkan laba maksimal, maka para pengusaha 

harus mampu meminimalkan resiko.  
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3) Pendayagunaan ekonomi, yaitu sumber daya ekonomi yang dapat 

dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam 

dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal 

(pembiayaan). 

3) Fungsi Pembiayaan 

Bank syariah yang menjalankan pembiayaan bedasarkan prinsip 

syariat bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan 

bisnis perbankan di Indonesia, melainkan juga untuk menciptakan 

lingkungan bisnis yang aman, di antaranya : 
21

 

1) Memberikan pembiayan dengan prinsip syariat yang menerapkan 

sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur 

2) Membantu kaum du’afa yang tidak tersentuh oleh bank 

konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan oleh bank konvensional 

3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan 

oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha 

yang dilakukan 

Fungsi lainnya yang berhubungan dengan suatu pembiayaan, yaitu : 

1) Meningkatkan daya guna uang 

                                                           
21

 Rivai Veithzal & Arfian Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, 

Cet, Ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.683. 
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Dengan menyimpan sejumlah uang di bank dalam bentuk giro, 

tabungan, dan deposito. Maka akan ditingkatkan kegunaannya oleh 

bank guna suatu usaha dalam peningkatan produktivitas. 

 

2) Meningkatkan daya guna barang 

Dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility 

dari bahan tersebut meningkat. 

3) Meningkatkan peredaran uang 

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran 

pengusaha menciptakan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti 

cek, bilyet giro, wesel, dan sebagainya. Melalui pembiayaan, 

perederan uang kartal dan giral lebih berkembang karena 

pembiayaan meningkatkan kegairahan  berusaha sehingga 

pengunaaan uang akan bertambah baik. 

4) Meningkatkan pemerataan pendapatan 

Dengan semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, akan 

semakin baik, terutama dalam hal peningkatan pendapatan. Akan 

tetapi bila sebuah pembiayaan diberikan kepada suatu lapangan 

kerja, maka lapangan kerja tersebut membutuhkan tenaga kerja 

sehingga dapat mengurangi pengangguran.
22

 

Oleh karenanya kegiatan usahanya dalam menyalurkan 

pembiayaan kepada konsumen, perusahaan pembiayaan syariah harus 

                                                           
22

 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2012), h.91. 
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mempunyai sumber dana yang cukup dan sesuai dengan rencana kerja 

yang telah ditetapkan.
23

 

 

c. Jenis-Jenis Pembiayaan 

Dalam parakteknya pembiayaan yang diberikan oleh lembaga 

keuangan untuk masyarakat dikelompokkan menurut beberapa aspek, 
24

 

diantaranya : 

1. Dilihat dari segi kegunaaan, dibedakan menjadi : 

a) Pembiayaan Investasi 

Suatu pembiayaan dalam jangka panjang yang biasanya 

digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun 

proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya 

untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. 

b) Pembiayaan Modal Kerja 

Suatu pembiayaan yang digunakan untuk keperluan 

meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contohnya unuk 

membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya 

lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan 

2. Dilihat dari segi tujuan, dibedakan menjadi : 

a) Pembiayaan produktif 

                                                           
23

 Otoritas Jasa Keuangan, op. cit.,  h.179. 
24

 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan ,  Cet, Ke-9, (Jakarta: Raja Graindo Persada, 2011), 

h.109-112. 
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Pembiayaan yang digunakan untuk peningkatan usaha atau 

produksi maupun investasi, dalam pembiayaan ini diberikan 

untuk menghasilkan barang atau jasa 

b) Pembiayaan konsumtif 

Pembiayaan yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. 

Dalam pembiayaan ini tidak ada penambahan barang dan jasa 

yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai 

oleh seseorang atau badan usaha. Selain itu kebutuhan konsumsi 

dibedakan menjadi dua yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan 

sekunder.
25

 

c) Pembiayaan perdagangan 

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pedagang dan 

digunakan untuk membiayai aktifitas perdagangannya, seperti 

untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan 

dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. 

3. Dilihat dari segi jaminan, dibedakan menjadi : 

a) Pembiayaan dengan jaminan 

Merupakan pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan 

yang berbentuk barang terwujud atau tidak terwujud maupun 

jaminan orang. 

b) Pembiayaan tanpa jaminan 

                                                           
25

 Dadang Husen Sobana, op.cit.,  h.268. 
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Merupakan pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang 

atau orang tertentu. 

4. Dilihat dari segi jangka waktu, dibedakan menjadi: 
26

 

a) Pembiayaan jangka waktu penduk, yaitu pembiayaan yang 

dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun 

b) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang 

dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun 

c) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang 

dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun 

d. Prosedur pemberian Pembiayaan 

Tujuan prosedur pemberian pembiayaan adalah untuk memastikan 

kelayakan suatu pembiayaan diterima atau ditolak, dalam menentukan 

kelayakan suatu pembiayaan maka dalam setiap tahap selalu dilakukan 

penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian terjadi kekurangan 

maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan 

langsung ditolak.
27

 

Dalam praktiknya prosedur pemberian pembiayaan secara umum 

dapat dibedakan menjadi pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh 

suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya 

apabila untuk konsumtif atau produktif.  
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Secara umum prosedur pemberian pembiayaan oleh badan hukum 

sebagai berikut :
28

 

1. Pengajuan proposal, dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan 

pembiayaan yang dituangkan dalam suatu proposal, kemudian 

dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan, yaitu : 

a. Riwayat perusahaan  

b. Tujuan pengambilan pembiayaan 

c. Besarnya pembiayaan dan jangka waktu 

d. Cara pemohon mengembalikan pembiayaan 

e. Jaminan pembiayaan dengan dilampiri berkas-berkas yang telah 

dipersyaratkan seperti : 

a) Akta pendirian perusahaan 

b) Bukti diri (KTP) para pengurus dan pemohon pembiayaan 

c) TDP (Tanda Daftra Perusahaan) 

d) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 

e) Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir 

f) Fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan 

g) Daftar penghasilan bagi peroranagan 

h) Kartu keluarga (KK ) bagi perseorangan 

2. Tahap selanjutnya yaitu penyelidikan berkas pinjaman. Tujuannya 

untuk mengetahui kelengkapan berkas yang diajukan sesuai 

persyaratan yang telah ditetapkan, jika menurut pihak bank, belum 
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lengkap atau belum cukup, maka nasabah diminta untuk segara 

melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak 

sanggup melengkapi kekurangan tertentu, maka permohonan 

pembiayaan akan dibatakan.  

3. Penilaian kelayakan pembiayaan atau analisis pembiayaan, Langkah 

ini untuk menilai nasabah dari berbagai aspek untuk menjadi bahan 

pertimbangan bagi bank apakah nasabah tesebut layak mendapatkan 

pembiayaan atau tidak. Penilaian tersebut  salah satunya 

menggunakan penilaian 5C, namun untuk pembiayaan yang lebih 

besar jumlah perlu dilakukan metode penilaian dengan studi 

kelayakan. Dalam studi kelayakan menurut kasmir perlu adanya 

penilaian pada beberapa aspek yaitu aspek hukum, aspek pasar dan 

pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis, aspek manajemen, aspek 

ekonomi sosial dan aspek AMDAL. 

4. Wawancara pertama, tahap ini merupakan penyidikan kepada calon 

peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. 

Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-

berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan, 

wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan 

nasabah yang sebenarnya.                           

5. Peninjauan ke lokasi (On the spot), tahap ini berupa kegiatan 

pemeriksaan dengan meninjau berbagai objek yang dijadikan usaha 
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atau jaminan. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil 

wawancara 

6. Wawancara kedua,  merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika terjadi  

kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Akan 

tetapi, catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara 

pertama dicocokkan dengan pada saat on the spot, agar terbukti 

mengandung suatu kebenaran. 

7. Keputusan pembiayaan, keputusan dalam hal ini untuk menentukan 

apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak. Pada umumnya 

keputusan tersebut adalah : 

a. Akad pembiayaan yang akan ditandangani 

b. Jumlah uang yang diterima 

c. Jangka waktu pembiayaan 

d. Biaya-biaya yang harus dibiayai 

Jika pemohon pembiayaan ditolak maka pihak bank akan 

melakukan pemberitahuan kepada calon nasabah dan dikirim surat 

penolakan. 

8. Penandatanganan akad pembiayaan atau perjanjian lainnya, kegiatan 

ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka 

nasabah sebelum dana dicairkan terlebih dahulu calon nasabah 

menandatangani akad pembiayaan mengikat jaminan dengan hipotik 

dan surat penjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu 
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penandatanganan, yang dilakukan antara bank dengan debitur secara 

langsung atau melalui notaris. 

9. Realisasi pembiayaan, diberikan setelah penadatanganan akad dan 

surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau 

tabungan di bank yang bersangkutan jika nasabah tidak memiliki di 

tabungan. Akan tetapi, pencairan dana pembiayaan tergantung dari 

kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan sekaligus ataupun 

secara bertahap. 

e. Analisis Kelayakan Pembiayaan Dalam Penyaluran Dana 

Analisis pembiayaan adalah penilaian terhadap nasabah dan 

usahanya untuk diperoleh alternatif sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan. Tujuan analisis pembiayaan untuk melihat 

kondisi dan potensi perusahaan nasabah melalui penilaian-penilaian 

untuk mengetahui apakah usaha nasabah layak atau tidak dibiayai dengan 

diberikan pembiayaan.
29

 

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu 

fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut : 
30

 

1) Kepercayaan 

Suatu keyakinan pemberian pembiayaan (bank) bahwa pembiayaan 

yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar 

diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini 
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diberikan oleh bank karena sebelum dana dicairkan, dengan dilakukan 

penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah, untuk 

mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar 

pembiayaan yang disalurkan. 

2) Kesepakatan 

Suatu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan si penerima 

pembiyaaan, dengan kesepakatan yang dituangkan dalam suatu 

perjanjian di mana masing-masing pihak mendatangani hak dan 

kewajibannya masing-masing kesepakatan penyaluran pembiayaan 

dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua 

belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah. 

3) Jangka waktu 

Setiap pembiayaan yang diberikan pasti memiliki jangka waktu 

tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan 

yang telah disepakati. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa tidak 

ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu. 

4) Resiko 

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu resiko 

kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar 

pembiayaan-nya padahal mampu dan resiko kerugian yang 

diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya 

musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih dikarenakan 

adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin 
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panjang jangka waktu suatu pembiayaan semakin besar resikonya 

tidak tertagih, demikian pula sebaiknya.  

5) Balas jasa 

Suatu pemberian fasilitas pembiayaan bank yang mengharapkan suatu 

keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu 

pembiayaan atau jasa dalam prinsip syariah balas jasanya ditentukan 

dengan bagi hasil. 

  Oleh karenanya dalam memperoleh keyakinan mengenai kelayakan 

penyaluran dana bedasarkan ketentuan pasal 23 Undang-Undang 

Perbankan Syariah, maka bank syariah:
31

 

a) Harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon 

nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada 

waktunya, sebelum bank syariah dan UUS menyalurkan dana kepada 

nasabah penerima fasilitas 

b) Wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak (caracter), 

kemampuan (capicity), modal (capital), agunan (collateral), dan 

prospek usaha (condition of economic) dari calon nasabah penerima 

fasilitas. 

Adapun prinsip penilaian pembiayaan 5C yaitu sebagai berikut :
32

 

1. Character 
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Character merupakan sifat atau watak seseorang dari orang-orang yang 

akan diberikan pembiayaan, maka dari character seseorang tersebut 

bener-benar harus dapat dipercaya. Oleh karena itu untuk bisa membaca 

character calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik 

yang bersifat latar belakang pekerjaaan mauoun yang bersifat pribadi, 

seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya ataupun keadaan 

keluarga, hobi dan jiwa social. Maka dari sifat dan watak ini dapat 

dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar. 

 

2. Capacity 

Capacity atau capability merupakan analisis untuk mengetahui 

kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Maka untuk 

mengukur kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya. Ada 

beberapa informasi yang harus didapat, diantaranya : 

a) Penilaian atas manajemen usaha, meliputi kualitas dan reputasi 

nasabah, orientasi manajemen, kualitas organisasi, kualitas 

pengelolaan sumber daya manusia, dan lain-lain. 

b) Penilaian atas kualitas pasokan (supply), meliputi kualitas pasokan, 

perlengkapan dan peralatan penyimpanan pasokan, sumber pasokan, 

kontinuitas pasokan, fluktuasi harga, penguasaan, sumber pasokan, 

dan efisiensi pengelolaan pasokan. 

c) Penilaian atas kualitas produksi, meliputi kontinuitas kegiatan 

produksi, kualitas dan kapisitas alat produksi, pelaratan usaha, tingkat 
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efisiensi produksi, kualitas produk, pola produksi yang digunakan, dan 

peluang pengembangan kapasitas produksi. 

d) Penilaian atas kualitas pemasaran, meliputi kegiatan pemasaran, harga 

produk, kualitas promosi, kualitas pemilihan parsar sasaran dan 

pemilihan posisi pasar, kualitas strategi dan taktik penjualan, 

pengelolaan penagihan, serta kontinuitas pelanggan.
33

 

Maka dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam 

mengelola bisnis. Selain itu kemampuan ini dihubungkan dengan latar 

belakang pendidikan dan pengalamannya selama dalam mengelola 

usahanya, sehingga kaan terlihat “kemampuannya” dalam 

mengembalikan pembiayaan yang disalurkan. 

3. Capital 

Capital adalah untuk melihat penggunaaan modal apakah efektif atau 

tidak. Maka dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan  rugi 

laba ) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi 

likuiditas dan solvabilitasnya ataupun rentabilitas dan ukuran lainnya. 

Selain itu analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja 

modal yang ada pada saat ini, termasuk persentase modal yang digunakan 

untuk membiayai proyek yang akan dijalankan ataupun jumlah modal 

sendiri dan modal pinjaman. 

4. Condition  
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Dalam menilai pembiayaan maka akan dinilai juga kondisi dalam 

ekonominya maupun social dan politik yang ada sekarang dan prediksi 

untuk dimasa yang akan datang. Oleh karena itu dalam penilaian kondisi 

atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar 

memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut 

bermasalah relative kecil. 

5. Collateral 

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik 

yang bersifat fisik maupun non fisik, jaminan hendaknya melebihi 

jumlah pembiayaan yang telah diberikan. Adapun agunan pembiayaan 

terbagi menjadi dua, yaitu :
34

 

a) Agunan pokok 

Agunan pokok merupakan sumber pembayaran kembali pembiayaan 

dan bersifat first way out. Agunan pokok meliputi keseluruhan aset 

perusahaan baik yang langsung dibiayai dengan pembiayaan maupun 

tidak 

b) Agunan tambahan 

Agunan tambahan merupakan agunan yang bersifat second way out 

dan umumnya berupa harta kekayaan milih nasabah secara probadi 

maupun milik perusahaan yang pengadaannya tidak bersumber dari 

pembiayaan dan tidak berkaitan langsung dengan usaha nasabah. 
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Misalnya, tanah dan bangunan rumah tempat tinggal debitur, tempat 

usaha, surat berharga, dan lain-lain.  

Akan tetapi jaminan juga harus diteliti keabsahan dan 

kesempurnaannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan 

yang akan dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. 

Dalam praktik perbankan, apabila nilai agunan pokok sudah 

mengcover nilai pembiayaan yang diberikan, maka agunan tidak 

diperlukan. Agunan harus marktable (mudah dijual) dan harus diikat 

secara sempurna sesuai dengan jenis agunannya, kalau barang tetap 

berupa tanah dan bangunan yang telah bersetifikat misalnya diikat 

dengan hak tanggungan, barang bergerak diikat secara fidusia atau 

gadai tergantung barang agunannya.
35

 

Analisis pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C yang telah 

dipaparkan diatas tersebut, digunakan sebagai acuan bank apakah 

permohonan pembiayaan dari nasabah dapat disetujui atau ditolak. 

Akan tetapi, dalam setiap pemberian suatu fasilitas pembiayaan, jika 

terjadi  sebuah resiko kemacetan. Akibatnya tidak dapat ditagih 

sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. 

Sepandai apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap 

permohonan pembiayaan, kemugkinan pembiayaan tersebut macet 
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pasti ada. Hanya saja dalam hal ini, bagaimana meminimalkan resiko 

tersebut seminimal mungkin.
36

 

Dalam praktiknya kemacetan suatu pembiyaaan disebabkan oleh 2 

unsur sebagai berikut : 

1. dari pihak perbankan, dalam melakukan analisisnya yaitu pihak 

analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak 

diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan 

perhitungan dan juga bisa terjadi akibat kolusi dari pihak analisis 

pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya 

dilakukan secara subyektif dari akal-akalan. 

 

2. dari pihak nasabah 

a) adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk 

tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga 

pembiayaan yang diberikan macet, dengan dikatakan tidak adanya 

unsur kemauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah 

mampu. 

b) Adanya unsur tidak sengaja. Dalam hal ini debitur mau membayar 

akan tetapi tidak mampu, seperti, pembiayaan yang dibiayai 

mengalami musibah seperti kebakaran, hama, kebanjiran dan 
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sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar pembiayaan 

tidak ada. 

Dalam hal pembiayaan macet pihak bank perlu melakukan 

penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. 

Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan 

berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi pembiayaan terkena 

musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja 

lalai untuk membayar. Terhadap pembiayaan yang mengalami 

kemacaten sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak 

mangalami kerugian.
37

 

 

 

3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

a. Pengertian UMKM 

Dalam konteks Indonesia, kriteria usaha penting dibedakan untuk 

penentuan kebijakan yang terkait. Skala usaha dibedakan menjadi usaha 

mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Penyebutan 

UMKM adalah untuk ketiga skala usaha selain usaha besar yakni usaha 

menengah, kecil, dan mikro
38

 Di Indonesia, Undang-Undang yang 

mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah 
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut 

UMKM dijelaskan sebagai: “Sebuah perusahaan yang digolongkan 

sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh 

seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah 

kekayaan dan pendapatan tertentu.” 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia dalam pasal 1 Nomor 20 

Tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 

disebutkan bahwa : 
39

 

1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro 

sebagaimana diatur dalam undang-Undang 

2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha 

kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang ini 

3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih 
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atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-

Undang ini. 

b. Kriteria dan Karakteristik UMKM 

Menurut Undang-undang  dalam pasal 6 Nomor 20 Tahun 2008  

tentang UMKM.
40

 Yaitu : 

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 

a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima 

Puluh juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha 

b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 

300.000.000,00 (tiga Ratus Juta Rupiah).  

 

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:  

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha  

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

RP.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).  

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:  
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a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000,00 

(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha                                                            

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 

(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

RP.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

Selain itu, karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual 

yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang 

bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang 

menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. 

Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, 

yaitu:  

1) Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang) 

2) Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang)  

3) Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).
41

 

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat 

kelompok, yaitu: 

1) UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.  

2) UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat 

pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk 

mengembangkan usahanya.  
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3) Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu 

berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub 

kontrak) dan ekspor.  

4) Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang mempunyai 

kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi 

usaha besar. 

c. Peran UMKM 

UMKM pun mempunyai peran dalam pembangunannya, salah satu 

perannya yaitu : pertama, sebagai pertumbuhan ekonomi dan penyerapan 

tenaga kerja, dengan kemampuan UMKM untuk menyerap tenaga kerja 

merupakan suatu potensi yang besar. Kedua dapat mengurangi tingkat 

kemiskinan, dalam perkembangan UMKM di Indonesia berpotensi 

menciptakan pertumbuhan terpadu yang tidak hanya mengandalkan trick 

down effect berupa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan lapangan 

kerja semata, melainkan juga dapat mendorong terwujudnya distribusi 

pendapatan yang lebih merata dan pengurangan tingkat kemiskinan.
42

 

Pembiayaan usaha mikro dalam perekonomian suatu Negara, 

memiliki peran yang sangat penting yang terlihat dari sebuah indikasi 

yang menunjukan peranan usaha mikro dapat dilihat dari kontribusinya 

terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas sumberdaya 

                                                           
42

 Rachma Fitriati, Menguak Daya Saing UMKM Industri Kreatif: Sebuah riset Tindakan 

Berbasis Soft Systems Methodology, Cet, Ke-1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 

h.5-6. 
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manusia yang cukup berarti.
43

 Seperti di BPRS HIK Ciledug yang 

mempunyai macam-macam produk, yaitu berupa tabungan, deposito, dan 

pembiayaan. Salah satunya adalah pembiayaan mikro yang berupa 

pembiayaan modal usaha, yaitu  pembiayaan jangka pendek yang 

diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja 

usahanya bedasarkan prindip-prinsip syariah.  

Sedangkan jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 

(satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, maka 

perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja dilakukan atas dasar hasil 

analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.
44

 

Selain itu, UMKM pun memiliki kelemahan dan Kekuatan  dalam 

Usaha Kecilnya, yaitu : 

 

 

1. Kelemahan usaha kecil 

a) Keterbatasan modal, dalam perusahaan kecil sangat berbeda 

dengan perusahaan besar, karena dalam system pembiayaan 

perusahaan kecil tidak semudah seperti perusahaan besar. Selain 

itu, kebanyakan usaha kecil juga memilki masalah untuk tetap 

bertahan dalam  menunggu produknya agar dapat diterima pasar.
45

 

                                                           
43

 Panji Anaraga, dan H. Djoko Sudantoko, Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil, 

(Jakarta: PT Rineka Cipta,2002), h.244. 
44

 Adiwarman A. Karim, op.cit. h.234. 
45

 Daryanto, Menggeluti Dunia Wirausaha, Cet, Ke-1 (Yogyakarta: Gava Media, 2010), 

h.9. 
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b) Permasalahan kepegawaian, terjadi karena usaha kecil tidak 

mampu membayar gaji yang besar, serta menyediakan kesempatan 

dan status yang biasanya terdapat pada perusahaan besar.  

c) Biaya langsung yang tinggi, dalam perusahaan kecil keterbatasan 

modal sering terjadi seperti tidak dapat membeli bahan baku, 

mesin, atau tidak mendapatkan diskon untuk volume pembelian 

yang lebih besar seperti produsen besar dalam perusahaan besar. 

Jadi dalam biaya produksinya per-unit lebih tinggi untuk usaha 

kecil, tetapi pada umumnya biaya operasional (overhead) akan 

lebih rendah. 

d) Terlalu banyak telur dalam satu keranjang, seperti pperusahaan 

besar yang meiliki banyak sektor usaha. Akan tetapi mengalami 

hambatan di salah satu usahanya, tapi mereka tetap kuat, yang 

berbeda bagi usaha kecil yaitu memiliki sedikit produk.  

e) Rendahnya kreadibilitas, terjadi karena dalam  perusahaan besar, 

masyarakat mudah menerima produknya dan muncul kepercayaan 

terhadap produknya. Oleh karena itu usaha kecil harus berjuang 

dalam membuktikan setiap kali menawarkan sebuah produk 

barunya 

2. Kekuatan usaha kecil 

a) Sentuhan pribadi. Cara pemasaran dalam produksi menjadi 

penilaian dalam menghadapi persaingan di dunia usaha. 
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b) Motivasi lebih tinggi. Dalam usaha kecil, kunci agar usaha itu 

maju, maka pemilik usaha tersebut harus memberi motivasi agar 

bias bekerja dengan baik. Akan tetapi, laba dan rugi dalam usaha 

kecil memiliki banyak arti terhadapnya dibandingkan dengan gaji 

dan bonus yang diperoleh oleh pegawai perusahaan besar. 

c) Fleksibilitas lebih tinggi. Dalam usaha kecil memiliki fleksibilitas 

yaitu keunggulan kompetitif utama dan usaha kecil dapat beraksi 

lebih cepat terhadap perubahan persaingan.  

d) Kurangnya biokrasi. Dalam perusahaan besar para eksekutif 

seringkali kesulitan dalam memahami gambaran besar suatu 

persoalan, yang menyebabkan terjadinya in-efisiensi. Sedangkan 

usaha kecil dalam permasalahan bisa mudah dimengerti, keputusan 

mudah dibuat, dan hasilnya dapat segera diperiksi dengan mudah. 

e) Tidak mencolok. Karena dalam perusahaan baru dalam mencoba 

taktik penjualan yang baru atau memperkenalkan produk tidak 

terlalu diperhatikan dalam tanpa menarik perhatian atau 

perlawanan yang berlebihan. Akan tetapi perusahaan besar juga 

berhadapan dengan perang proksi, aksi antitrust, dan peraturan 

pemerintah, maupun terjadinya dalam kekurangan fleksibel, sulit 

melakukan perubahan dan restrukturasi.
46

 

 

B.  Hasil Penelitian yang Relevan 

                                                           
46

 Daryanto, ibid ., h.10-11. 
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Table 2.1 

Hasil Penelitian yang Relevan 

Peneliti  dan Judul 

Penelitian 

Isi Perbedaan 

Lalu Heri Hermawan,  

Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah, 2018. 

“Analisis Penggunaan 

Pembangunan Murabahah 

Pada Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) 

PT.Maybank Syariah KCP 

Kebayoran Lama”. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui penggunaan 

pembiayaan murabahah pada 

UMKM PT.Maybank Syariah 

KCP Kebayoran Lama. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa, nasabah PT.Maybank 

Syariah KCP Kebayoran 

menggunakan pembiayaan 

murabahah untuk keperluan 

modal usaha, perluasan wilayah 

usaha, penambahan varian produk 

dan penambahan aset. 

Penelitian sebelumnya  membahas lebih 

spesifik  tentang penggunaan 

pembiayaan murabahah pada UMKM 

PT.Maybank Syariah KCP Kebayoran 

Lama.  Berbeda dengan penelitian ini 

yang membahas  “Analisis Kelayakan 

dan  Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro 

oleh BPRS HIK Ciledug” 

Syam Maulana Idris, 

Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah, 2015.  

“Analisa Kelayakan 

Penelitian ini membahas prosedur 

pembiayaan mikro dan analisis 

kelayakan pembiayaan mikro, 

serta mengetahui strategi BPRS 

Pada skripsi sebelumnya membahas 

prosedur pembiayaan mikro 

menggunakan 5 tahap pembiayaan, yaitu 

permohonan pembiayaan, analisis 
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Pembiayaan Mikro Pada 

Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah As-Salam”. 

Al-Salam dalam menganalisis 

kelayakan pembiayaan mikro 

yang telah diajukan oleh nasabah 

pembiayaan, pemberian putusan 

pembiayaan, pencairan 

pembiayaan/akad pembiayaan dan 

pemantauan pembiayaan, serta menekan 

kan penilaian pada aspek 5C dan 

melakukan stategi untuk pendekatan 

personal kepada calon nasabah dengan 

komunikatif sedangkan peneliti 

sedangkan skripsi ini membahas 

mengenai analisa kelayakan nasabah 

dengan menggunakan penilaian 5C 

Gina Siskawati, IAIN 

Purwokerto, 2017. 

Analisis Kelayakan 

“Pembiayaan Mikro 

Dengan Menggunakan 

Prinsip 5C di Bank Syariah 

Mandiri KC Ajibarang”. 

Penelitian ini membahas analisis 

kelayakan pembiayaan mikro 

dengan menggunakan prinsip 5C 

di Bank Syariah Mandiri KC 

Ajibarang 

Penelitian sebelumnya membahas 

tentang analisis kelayakan pembiayaan 

mikro dengan menggunakan prinsip 

5C di Bank Syariah Mandiri KC 

Ajibarang. Berbeda dengan penulis 

yang membahas   Analisis Kelayakan 

dan  Prosedur Pembiayaan Usaha 

Mikro oleh BPRS HIK Ciledug 

Firman Farhani,  

Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah, 2015. 

“Analisis Kelayakan 

Pada penelitian ini menghasilkan 

tentang potret pembiayaan yang 

dijalankan dan mengetahui 

pembiayaan yang layak secara 

Dalam skripsi ini penulis membahas 

analisis kelayakan pembiayaan mikro 

dengan menggunkaan prinsip 5C 

sedangkan peneliti sebelumnya  
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Pembiayaan Pada lembaga 

Keuangan Mikro Syariah 

(studi pada koperasi 

karyawan bank muamalat)”. 

teoritis yang dilakukan pada 

koperasi karyawan Bank 

Muamalat 

membahas keadaan potret pembiayaan 

memiliki perkembangan di setiap 

tahunnya, terlihat dari tabel finanching 

dan koperasi karyawan Bank 

Muamalat menganalisis kelayakan 

nasabah dengan menggunakan prinsip 

5C 

Shofwataa’yun, UIN 

Walisongo, 2016. 

“Analisis Kelayakan 

Produk Pembiayaan Mikro 

Dengan Akad Murabahah di 

Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Pembantu 

Ngaliyan Semarang”. 

Penelitian ini membahas tentang 

mekanisme dan prosedur serta 

cara menganalisis kelayakan 

pembiayaan mikro pada Bank 

Syari’ah Mandiri Kantor Cabang 

Pembantu Ngaliyan Semarang 

Dalam skipsi ini penulis membahas 

analisis kelayakan nasabah pada 

pembiayaan mikro dengan 

menggunaan prinsip 5C sedangkan 

peneliti sebelumnya membahas  

prosedur pembiayaan mikro 

menggunakan 5 tahap pembiayaan, 

yaitu permohonan pembiayaan, 

analisis pembiayaan, pemberian 

putusan pembiayaan, pencairan 

pembiayaan/akad pembiayaan dan 

melakukan stategi untuk pendekatan 

personal kepada calon nasabah dengan 

cara komunikatif, serta menggunakan 

prinsip 5C dalam penilaian analisis 

kelayakan terhadap nasabahnya. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menjawab pokok 

permasalahan penelitian yaitu : 

1. Untuk Mengetahui Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro oleh BPRS HIK 

Ciledug 

2. Untuk Mengetahui Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan 

Usaha Mikro oleh BPRS HIK Ciledug 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah BPRS Harta 

Insan Karimah Ciledug bertempat di Kantor Pusat : Jl. Ciledug Raya No.88 

D, Cipadu, Larangan, Kota Tangerang, Banten (15156). Waktu penelitian ini 

dilakukan pada Bulan Februari 2019. 

 

C. Latar Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di BPRS Harta Insan Karimah yang beralamat 

di Jl. Ciledug Raya No.88 D, Cipadu, Larangan, Kota Tangerang, Banten. 

Yang menjadi subjek penelitian untuk mendapatkan data terhadap variable 

yang dipermasalahkan penelitian ini adalah Acount Officer BPRS Harta Insan 
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Karimah dan yang menjadi objeknya adalah analisa kelayakan pembiayaan 

mikro. 

 

D. Metode Penelitian dan Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian  ini penulis menggunakan Metode kualitatif yaitu 

berupa data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna 

atau berbentuk kategori.
1
 Penelitian metode kualitatif dapat diartikan sebagai 

penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, mengenai kata-kata lisan 

maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang 

diteliti.
2
 Deskriptif menurut pengertiannya adalah pencairan fakta dengan 

interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

serta hubungan antara fenomena yang diteliti. 

Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama yaitu: pertama, 

menggambarkan dan mengungkap (to describe and explore) dan kedua 

menggambarkan dan menjelaskan (to decribe and explain).
3
 Maka penelitian 

kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut 

atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak 

berwawancara, diobersevasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, 

persepsinya. Sedangkan pemahaman diperoleh melalui analisis berbagai 

keterkaitan dari partisipan, dan melalui penguraian “pemaknaan partisipan” 

                                                           
1
 Juliansyah Noor, Analisis Penelitian Ekonomi & Manajemen, (Jakarta: PT Grasindo, 

2014), Cet, Ke-1,  h. 13. 

      
2
 Bagong Suyanto, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 

2005),  h.166. 
3
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2017), Cet, ke-12,  h.60. 
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tentang situasi-situasi dan peristiwa-peristiwa. Oleh karena itu pemaknaan 

partisipan meliputi perasaan, keyakinan, ide-ide, pemikiran dan kegiatan dari 

partisipan.
4
 

 

E. Data dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitian.
5
 Dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi 

langsung yang mana sumber data tersebut bisa berasal dari data 

wawancara dan observasi dengan objek penelitian yaitu pihak BPRS 

Harta Insan Karimah Ciledug 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber bacaan 

yang mendukung sumber primer yang dianggap relavan atau 

merupapakan sumber kedua.
6
 Dalam penelitian ini berupa dokumen, 

dimana dokumen metode yang digunakan unuk mendapatkan data berupa 

data tertulis seperti dari buku, majalah, surat kabar, jurnal maupun 

makalah. 

 

 

 

                                                           
4
 Nana Syaodih Sukmadinata., ibid,  h.94. 

5
 Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis,  (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2010), Cet, Ke-1,  h.79. 
6
 M. Burhan Bungin, Metode Kualitatif Aktualisasi Metodelogis Kearah Ragam Varian 

Kontempor, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001),  h.123. 
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F. Tehnik dan Prosedur Pengumpulan Data 

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil 

penelitian, yaitu kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan 

data. Kualitas instrument penelitian berkenaan dengan validitas dan 

reliabilitas instrument dan kualitas pengumpulan data yang berhubungan 

dengan ketetapan cara-cara untuk digunakan dalam mengumpulkan data.
7
 

Untuk memperoleh data tersebut, penulis mengadakan penelitian 

menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data yaitu sebagai berikut : 

1. Penelitian lapangan atau obeservasi (field research) 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.
8
 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung 

kelapangan untuk mengetahui prosedur-prosedur dalam pembiayaan 

mikro dan mengetahui penilaian yang dilakukan oleh BPRS Harta Insan 

Karimah Ciledug dalam layak atau tidak layaknya pembiayaan mikro 

yang diajukan oleh nasabahnya 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

                                                           
7
 Sugiyono, Metode Penlelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D, 

(Bandung: CV. Alfabrta,2009),  Cet, Ke-17, h.156. 
8
 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2010,  h.115. 
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keterangan.
9
 Dalam penelitian ini penulis secara langsung melakukan 

komunikasi dengan narasumber atau pihak yang terkait di BPRS Harta 

Insan Karimah dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk 

mendapatkan informasi mengenai analisis kelayakan nasabah 

pembiayaan mikro di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug. 

 

G. Tehnik Analisis Data 

Analisa data secara umum dilakukan dengan cara menghubungkan apa 

yang diperoleh dari suatu proses kerja awal. Hal ini ditujukan untuk 

memahami data yang terkumpul dari sumber, yang kemudian untuk diketahui 

kerangka berfikir peneliti. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung terus menerus sampai tuntas.
10

  

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :
11

 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, 

sehingga akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

 

 

                                                           
9
 Cholid Narbuko & Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 

2007), Cet, Ke-8,  h.83. 
10

 Nusa Putra, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),  h.85. 
11

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010),  h.91-99. 
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2. Data Display (Penyajian Data) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami 

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya bedasarkan apa yang 

telah dipahami. 

3. Conclusion Drawing / Verification 

Penarikan kesimpulan dan verivikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Tetapi apabila yang dikemukakan pada tahap awal 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kebali 

kelapangan, maka kesimpulan yang dikemukan merupakan kesimpulan 

yang kredibel. 

 

H. Validitas Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa tehnik pemeriksaan 

keabsahan data, yakni : 

a. Kreadibilitas 

Kreadibilitas  merupakan penetapan hasil penelitian kualitatif yang 

kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian 

tersebut. 
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b. Transferabilitas 

Transferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penlitian 

kualitatif yang dapat digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks atau 

pada setting yang lain dan dapat meningkatkan transferabilitas dengan 

melakukan suatu pekerjaan mendeskripsikan konteks penelitian dan 

asumsi yang menjadi sentral pada penelitian tersebut. 

c. Dependabilitas 

Peneliti bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan yang 

terjadi dalam setting dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut 

dapat mempengaruhi cara pendekatan penelitian dalam studi tersebut. 

d. Konfirmabilitas 

Konfirmability dalam penelitian kualitatif berarti menguji hasil 

penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil 

penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, 

maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum BPRS Harta Insan Karimah Ciledug 

1. Sejarah Singkat BPRS Harta Insan Karimah 

PT. BPRS Harta Insan Karimah merupakan lembaga yang 

menerapkan operasional bedasarkan syariah Islam, sehingga PT. BPRS 

Harta Insan Karimah dijalankan dengan mengikuti tata cara berusaha dan 

perjanjian berusaha sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadits. 

Berdirinya PT. BPRS Harta INSAN Karimah merupakan hasil 

kesepakatan Rapat Kerja (RAKER) Harta Insan Karimah (HIK) Group 

yang pertama, yang diselenggarakan pada tanggal 11-12 November 2007 

dengan tugas yang diberikan kepada Perseroan untuk mengembangkan 

jaringan BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Group di Indonesia 

(nationwide), melakukan pengawasan pada BPRS Harta Insan Karimah 

(HIK), serta berfungsi sebagai coordinator dalam mengkaji dan 

menghasilkan strategi bisnis bersama yang meliputi sistem manajemen, 

kinerja perseroan, kerjasama pembiayaan, pengembangan zakat, infaq 

dan shadaqoh, strategi inisiatif dan perencanaan perusahaan. 

PT. BPRS Harta Insan Karimah didirikan pada tanggal 8 

September 1993, yang mempunyai pengalaman selama lebih dari 20 

tahun didunia perbankan syariah. Perseroan telah meletakkan pondasi 

yang kuat untuk menjaga pertumbuhan kinerja yang sehat dan 



54 
 

  
  
 

berkesinambungan melalui pengembangan sektor pembiayaan dengan 

prinsip kehati-hatian (prudental banking) yang beriorentasi kepada 

pelayanan cepat dan islami.
1
 

Pemegang saham Perseroan adalah Alumni Himpunan Mahasiswa 

Islam Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (HMI FE UGM) 

Yogyakarta, sampai dengan Desember 2013 dan jumlah pemegang 

saham sebanyak 264 orang. Kekeluargaan dan silaturahmi adalah niat 

dan tekad awal para pemegang saham ketika mendirikan Perseroan yang 

sampai saat ini tetap terbina dengan baik. 

Selain itu, aspek legalitas BPRS Harta Insan Karimah bedasarkan 

legalitas akta Nomor 151 perubahan anggaran dasar Nomor 38 Tahun 

1993, bedasarkan pernyataan keputusan rapat Nomor 02 Tahun 2010 

yang disetujui oleh SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-

AH.01.10-12936 Tahun 2010 

2. Visi, Misi, Motto dan Tujuan BPRS Harta Insan Karimah 
2
 

a) Visi BPRS Harta Insan Karimah 

“Terwujudnya bank syariah yang unggul dan terpercaya” 

b) Misi BPRS Harta Insan Karimah 

1) Menjalankan usaha perbankan yang sehat dan amanah 

2) Memberikan pelayanan yang terbaik dan islami 

3) Berperan aktif dalam pengembangan dunia usaha dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat 

                                                           
1
 https://bprshik.co.id diakses pada tanggan 21 Januari 2019. 

2
 BPRS Harta Insan Karimah, Company Profile, (Tangerang, BPRS Harta Insan Karimah, 

2019. 

https://bprshik.co.id/
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4) Meningkatkan kemakmuran pemegang saham, pengurus dan 

karyawan 

5) Menjalankan misi dakwah yang rahmatan lil alamin 

c) Motto BPRS Harta Insan Karimah 

“Maju bersama dalam usaha sesuai syariah” 

d) Tujuan BPRS Harta Insan Karimah 

Maksud dan tujuan didirikannya BPRS Harta Insan Karimah 

adalah menjalankan usaha dalam menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan bedasarkan prinsip-

prinsip bagi hasil, memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil 

menengah, koperasi dan masyarakat pedesaan bedasarkan prinsip 

bagi hasil sesuai syariat Islam dan penyediaan-penyediaan 

pembiayaan bagi hasil nasabah bedasarkan prinsip bagi hasil sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. 

3. Produk-produk BPRS Harta Insan Karimah 

a) Produk penghimpunan dana 

1. Tabungan IB Karimah 

2. Tabungan IB Lembaga Islami 

3. Tabungan IB Wadiah 

4. Tabungan IB Rencana 

5. Deposito IB Hasanah 

6. Deposito IB Mudharabah 
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b) Produk Penyaluran Pembiayaan 

1) Pembiayaan Serba Guna 

a. Pembiayaan Modal Usaha 

b. Pembiayaan Investasi 

c. Pembiayaan Konsumtif 

d. Pembiayaan Porsi Haji 

2) Pembiayaan Retail 

a. Pembiayaan Guru Bersertifikasi 

b. Pembiayaan Umrah IB Karimah 

c. Pembiayaan Syariah Porsi Haji 

d. Pembiayaan Kolektif Pegawai Swasta IB Karimah 

4. Struktur Organisasi 

Dewan Pengawas Syariah : Dr.Dede Abdul Fatah, M.Si. 

Dewan Komisaris  : Drs. Zahrul Hadiprabowo 

      Noraini Bawazier, BSc. 

      Dr. Khomsiyah, Ak. CA. 

Direksi    : Alfi Wijaya, S.E., M.M. 

      Kurniawan 

 

B. Temuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan beberapa temuan 

sesuai hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Athoillah (Bagian Account 

Officer) dan Bapak Kiki Haryadi (Bagian Umum) dari pihak BPRS HIK 

Ciledug. Dari hasil wawancara dikemukakan bahwa prosedur ataupun cara 
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menganalisis untuk kelancaran pembiayaan mikro, sebagaimana dijelaskan 

dibawah ini : 

1. Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro BPRS Harta Insan Karimah Ciledug 
3
 

Dalam alur prosedur pembiayaan usaha mikro sama saja dengan 

prosedur pembiayaan bank lainnya seperti melengkapi persyaratan yang 

harus dilengkapi untuk bisa mengajukan pembiayaan, tetapi jika di BPRS 

Harta Insan Karimah dalam pembiayaan usaha mikronya  untuk  

persyaratannya lebih mudah, hanya melengkapi persyaratan umum dan 

intinya saja, untuk mengetahui calon nasabah yang telah mengajukan 

pembiayaan tersebut seorang karyawan atau wirausaha. Jika calon 

nasabah tersebut seorang karyawan, akan dilihat calon nasabah itu 

karyawan tetap atau tidak diperusahannya dan dilihat dari sisi pendapatan 

seorang karyawan tersebut, karena akan tertera ataupun terlihat di 

rekening tabungannya dengan menggunakan payroll bank ataupun via 

atm, akan tetapi jika tidak menggunakan payroll bank, maka harus ada 

surat keterangan mengenai penghasilan seorang karyawan tersebut dari 

perusahannya untuk bisa melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, 

setelah itu akan disesuaikan dengan angsuran pembiayaannya agar bisa 

mencukupi atau tidak. 

Selain itu di BPRS Harta Insan Karimah dalam prosedur pembiayaan 

mikro juga akan dilakukan secara bertahap, yaitu : 

1) Tahap Permohonan Pembiayaan 

                                                           
3
 Wawancara langsung dengan Kiki Haryadi (Bagian Umum) pada tanggal 6 Februari 

2019. 
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2) Tahap penyelidikan berkas / tahap analisis data 

3) Tahap analisis pembiayaan 

4) Tahap Appraisal (penilaian jaminan ) 

5) Komite pembiayaan 

Setelah ditentukan komite pembiayaan, maka dilakukan 

penadatanganan akad pembiayaaan antara kreditur dan debitur. 

Kemudian ke tahap terakhir yaitu realisasi pembiayaan untuk 

menentukan tahap pada sebuah prosedur dalam  pemberian pembiayaan 

tersebut. 

2. Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan Usaha Mikro BPRS 

Harta Insan Karimah Ciledug.
4
 

Dalam pemberian pembiayaan usaha mikro banyak hal yang perlu 

diperhitungkan dan dipertimbangkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan sehingga pembiayaan menjadi tepat guna. Hal ini 

diperuntukkan agar tidak membebani nasabah dan meminimalkan resiko 

pembiayaan. Begitupula pada BPRS Harta Insan Karimah banyak hal 

yang harus diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam pemberian 

pembiayaan agar tepat guna dan menghindari resiko-resiko yang akan 

terjadi. Maka BPRS Harta Insan Karimah menggunakan penilaian 

dengan aspek 5C terhadap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan 

mikro, yaitu : 

 

                                                           
4
 Wawancara langsung dengan  Ahmad Athoillah (Account Officer) pada tanggal 6 

Februari 2019. 
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1. Character 

2. Capacity 

3. Capital 

4. Collateral 

5. Condition 

Dalam menilai pembiayaan hendaknya dinilai kondisi ekonomi dan 

kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-

masing, penilaian prospek bidang usaha hendaknya benar-benar memiliki 

prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut 

bermasalah relative kecil. Selain itu, dalam penilaian karakter juga sangat 

penting dalam hal pembiayaan karena karakter seseorang akan 

menentukan kelancaran dari pembayaran angsuran nantinya. 

 

C. Pembahasan Temuan Penelitian 

Prosedur Pembiayaan dan Analisis Kelayakan Nasabah dalam 

Pembiayaan Usaha Mikro yang dilakukan oleh BPRS HIK Ciledug, sebagai 

berikut :
5
 

1. Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro BPRS Harta Insan Karimah Ciledug 

Bedasarkan hasil wawancara yang telah didapat, maka penulis dapat 

mengemukakan bahwa dalam prosedur pembiayaan dilakukan secara 

bertahap yaitu sebagai berikut : 

                                                           
5
 Wawancara langsung dengan  Ahmad Athoillah (Account Officer) dan Kiki Haryadi 

(Bagian Umum) pada tanggal 6 Februari 2019. 
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a. Tahap Permohonan Pembiayaan 

Pada tahap ini calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan 

untuk usaha mikro secara tertulis kepada pihak BPRS Harta Insan 

Karimah. Permohonan fasilitas pembiayaan dapat mencakup 

penambahan fasilitas yaitu bagi nasabah yang sudah lama atau pernah 

mengajukan pembiayaan pertama yang telah berjalan kurang lebih 

satu tahun dengan kondisi lancar dan memenuhi kelengkapan data 

yang telah ditentukan dan persyaratan jaminan untuk pencairan dana. 

Kemudian calon nasabah datang ke kantor, lalu dibantu oleh 

costumer service/ sales officer untuk mengisi folmulir pendaftaran 

atau folmulir pengajuan permohonan pembiayaan yang sudah 

disediakan oleh pihak bank.  

Selain itu, calon nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah 

ditetapkan oleh bank dalam hal pengajuan permohonan pembiayaan, 

yang terdiri dari : 

1) Warga Negara Indonesia, memiliki KTP/SIM/Paspor dan NPWP 

2) Warga Negara Asing, memiliki paspor dan kartu izin menetap 

sementara (KIM/KITAS) 

3) Fotocopy Kartu Keluarga dan Surat Nikah 

4) Fotocopy jaminan berupa Sertifikat/BPKB Mobil 

5) Memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 1 tahun 

Setelah permohonan diterima baik lisan maupun tulisan, pihak 

bank mulai bekerja melalui investigasi awal dengan mencari informasi 
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mengenai diri calon nasabah melalui BI Checking dan berbagai 

sumber. Apabila hasilnya positif, maka akan dilanjutkan ke tahap 

selanjutnya. Namun untuk di BPRS Harta Insan Karimah sendiri jika 

BI Checking calon nasabah tertera masih ada hutang dan tidak terlalu 

besar nominalnya atau sekedar terlambat membayar hutang beberapa 

hari, maka itu tidak menjadi masalah, analisis dapat menyetujui 

karena masih tergolong lancar. 

b. Tahap penyelidikan berkas / tahap analisis data 

Pada tahap ini pihak BPRS HIK yaitu seorang analisis akan 

memberikan kelengkapan berkas calon nasabah seperti slip gaji, 

rencana pembelian dan kelengkapan berkas lainnya. Apabila berkas 

terdapat kekurangan, maka pihak analis akan mengembalikannya 

kepada marketing. 

c. Tahap Analisis Pembiayaan 

Di tahap ini analisis melakukan penilaian kelayakan pembiayaan 

yang mana terdapat penilaian layak atau tidak layaknya suatu 

penyaluran pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C (Character, 

Capacity, Capital, Collateral, Condition), namun untuk pembiayaan 

yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan 

studi kelayakan. Dalam studi kelayakan menurut Kasmir perlu adanya 

penilaian pada beberapa aspek, yaitu aspek hukum, aspek pasar dan 

aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis/operasi, aspek 

manajemen, aspek ekonomi social dan aspek AMDAL. Akan tetapi di 



62 
 

  
  
 

BPRS Harta Insana Karimah dalam tahap penilaian layak atau tidak 

layak bisa ditentukan diawal. 

d. Tahap Appraisal (penilaian jaminan ) 

Dalam tugas penilai jaminan untuk meneliti objek jaminan yang 

akan dijaminkan di BPRS Harta Insan Karimah, bedasarkan hasil 

wawancara peneliti dengan Bapak Ahmad Athoillah (Account Officer)  

bahwasanya di BPRS Harta Insan Karimah jaminan itu ada, berupa 

tanah, rumah tunggal, ruko dan BPKB motor atau mobil. Selain itu 

BPRS Harta Insan Karimah`akan mempertimbangkan jaminan 

tersebut jika kurang apabila 5C dan calon nasabah dinilai bagus. 

e. Komite Pembiayaan 

1) 20 – 30 juta harus mendapat persetujuan kepala tim bisnis  

2) 31-100 juta harus mendapat persetujuan pimpinan cabang 

3) 101 – 500 juta harus mendapat persetujuan kepala devisi bisnis dan 

satu direksi 

4) 501 – 1 M harus mendapat persetujuan dari direktur utama 

5) 1,1  – 2 M harus mendapat persetujuan satu komisaris 

6) 2,2  – 5 M haRus mendapat persetujuan dua komisaris 

7) ≥ 5 M harus mendapat persutujuan tiga komisaris 

Setelah berkas lengkap BPRS Harta Insan Karimah lanjut kepada 

tahap wawancara, on the spot, lapangan, penilaian jaminan kemudian 

lanjut ke komite pembiayaan. Namun di BPRS Harta Insan Karimah 

bisa pra komite diawal yang bisa menetukan lanjut atau tidaknya 
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karena BPRS Harta Insan Karimah mengutamakan pelayanan yang 

mudah, proses cepat dan angsuran yang ringan. 

f. Admin (Order pengikatan notaris dari pembuatan akad pembiayaan) 

Setelah tahap komite pembiayaan, maka akan dilakukan 

pembuatan atau penadatanganan akad pembiayaaan antara kreditur 

dan debitur, dengan menggunakan akad pembiayaan yang tersedia 

yaitu Akad Murabahah, Akad Musyarakah dan Mudharabah, dan 

Akad Ijarah. 

g. Realisasi Pembiayaan (Bank officer melakukan input data otorisasi 

supervisor) 

Ini merupakan tahap terakhir dari prosedur pemberian pembiayaan 

yaitu tahap realisasi pembiayaan adalah tahap pada sebuah prosedur 

pemberian pembiayaan atau pencairan dana. 

Setelah analisa dan proses kerja yang telah dilakukan oleh seorang 

Account Officer di BPRS Harta Insan Karimah memang terlihat 

sangat ketat, prinsip kehati-hatian sangat diterapkan dalam analisa 

bahkan pengembilan keputusan dalam hal ini adalah direksi, dalam 

memutuskan untuk disetujui atau tidaknya suatu permohonan akan 

melihat langsung (survey) usaha yang dikelola oleh pemohon dengan 

begitu analisa pun terlihat akan sempurna dan jauh dari kesalahan. 

2. Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan Usaha Mikro BPRS 

Harta Insan Karimah Ciledug. 

a. Character 
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Character merupakan sifat atau watak seseorang dari orang-

orang yang akan diberikan pembiayaan, maka dari character 

seseorang tersebut bener-benar harus dapat dipercaya. Kemudian 

keyakinan akan terlihat dari bagaimana sifatnya, cara berbicaranya, 

kejujurannya, gaya hidup yang dijalaninya, tidak pemabuk, tidak 

penjudi, usia debitur dan lain-lain. 

Bedasarkan pengalaman dilapangan yang telah dilakukan 

oleh pihak BPRS HIK, untuk calon nasabah permohonan baru, 

watak calon nasabah dapat diketahui dari cara berbicaranya, 

dengan begitu seorang analisis sudah mengetahui terhadap calon 

nasabahnya apakah berbicara jujur atau tidak, dan melakukan 

wawancara kepada tetangga-tetangga untuk menanyakan tentang 

kebiasaan pribadinya maupun  pergaulan sosialnya dan sebagainya. 

Selain itu dapat diketahui juga dengan melihat kebiasaan setor tarik 

pada tabungan, serta watak calon nasabah bisa dilihat dari 

kelancaran pembayaran pembiayaan di masa lalu jika nasabah 

merupakan nasabah lama. 

Kemudian pihak analisis BPRS HIK akan memeriksa 

Daftar Hitam Bank Indonesia (BI Checking) untuk melihat 

kolektibilitas pembiayaan / tingkat kesehatan pembiayaan yang 

dimiliki oleh nasabah. Selain itu dalam analisis Account Officer 

juga melakukan trade checking yaitu pencarian informasi ke rekan 
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bisnis permohonan pembiayaan, pesaingnya ataupun pemilih usaha 

sejenis untuk memperoleh informasi reputasi.  

BPRS Harta Insan Karimah dalam menilai karaketer 

nasabahnya  dengan learning by doing, yaitu dalam pengalamannya 

di lapangan, artinya para staff pembiayaan khususnya secara tidak 

langsung dapat menilai karakter seseorang dan menilai karakter 

bisa terlihat ketika wawancara dengan cara tanya jawab yang 

dilakukan pada pihak bank kepada nasabah pada saat nasabah 

pertama kali berurusan dengan pihak bank dalam rangka pengajuan 

pembiayaan. Oleh karena itu karakter merupakan ukuran utama 

untuk menilai kejujuran dan kemauan nasabah dalam membayar 

untuk pengembalian pembiayaan.  

b. Capacity 

Capacity atau capability merupakan analisis untuk 

mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan 

yang dihubungkan dengan kemampuannya dalam mengelola bisnis 

serta kemampuan mencari laba, dimana diteliti mengenai 

pendidikan dan pengalaman usahanya, reputasi usaha, riwayat 

usaha, keahliannya dalam bidang usaha tersebut sehingga bank 

memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dengan 

pembiayaan tersebut dikelola oleh orang yang tepat. Oleh 

karenanya pihak analisis pembiayaan akan melihat bagaimana 

kemampuan calon nasabah dalam menghasilkan laba, kemampuan 



66 
 

  
  
 

dalam membiayai kegiatan operasional sehari-hari dan memenuhi 

kewajiban pembiayaan. 

Capacity dapat terlihat dari aspek pemasaran yang meliputi 

harga pokok dan beban-beban. Selain itu aspek pembelian terutama 

untuk sektor bisnis meliputi jumlah pembelian perbulan yaitu 

besarnya jumlah pembelian tunai dan melihat kualitas hubungan 

calon nasabah dengan pemasok. 

Pada penilaian layak atau tidak layakanya calon nasabah 

pembiayaan di BPRS Harta Insan Karimah dapat terlihat dari 

banyak sisi, terutama dari prinsip karakter (character) dan kapasitas 

(capacity), karena kedua prinsip tersebut merupakan prinsip 

minimal yang harus dianalisis oleh bank sebelum memutuskan 

pembiayaan yang diajukan oleh debitur, dengan penilaian tersebut 

dapat dilihat jelas bagaimana watak dan kapasitas/kemampuan 

seorang tersebut, walaupun usahanya bagus tetapi karakternya 

tidak sesuai dengan standar BPRS Harta Insan Karimah, maka 

pembiayaan tidak akan dicairkan, namun jika dilihat dari prinsip 

kapasitas nasabah tersebut mampu memenuhi kewajibannya, 

walaupun dari sisi karakter kurang, maka staff pembiayaan 

menyetujui permohonan pembiayaan tersebut. 

c. Capital 

Capital berkaitan  dengan modal maupun kekayaan yang 

dimiliki calon nasabah untuk menjalankan dan memelihara 
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kelangsungan usahanya. Penilaian capital dilakukan oleh analisis 

pembiayaan untuk mengetahui keadaan permodalan sumber-

sumber dana dan penggunaannya, meneliti besar kecilnya modal 

dan bagaimana pendistribusian modal, apakah ada modal yang 

cukup untuk menggerakkan sumber daya secara efektif, apakah 

pengaturan modal kerja dengan baik, sehingga usaha dapat berjalan 

dengan lancar yaitu berupa besar modal kerja. Oleh karenanya 

analisis capital diteliti bedasarkan asset yang dimilikinya. 

d. Condition 

Condition merupakan keadaan social ekonomi suatu saat 

yang mungkin dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon 

nasabah. Penilaian yang dilakukan oleh analisis pembiayaan 

terhadap kondisi ekonomi akan berpengaruh terhadap kegiatan 

usaha calon nasabah dan bagaimana nasabah mengatasinya atau 

mengantisipasi sehingga usahanya tetap hidup dan berkembang. 

Hal yang dianalisis meliputi persaingan antarsesama pengusaha 

dalam batas kewajaran atau tidak, prospek usaha nasabah dan 

jumlah pesaing yang mengancam usaha nasabah, jika banyak 

pesaingnya maka akan mempengaruhi omset penjualan nasabah. 

BPRS Harta Insan Karimah Ciledug dalam prosedur 

pemberian pembiayaan mempunyai keunggulan dari bank lain, 

yaitu syarat yang mudah, proses cepat dan angsuran ringan, 

sehingga memudahkan calon nasabahnya untuk mendapati 
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pembiayaan. Selain itu, keunggulan lainnya berupa pemberian 

margin, BPRS Harta Insan Karimah dalam memberikan margin 

sama-sama bersaing dengan yang lainnya dan biasanya BPRS 

Harta Insan Karimah menang dengan bank umum untuk katagori 

mikro dengan kisaran 200 juta kebawah hingga 500 juta ke atas, 

namun tetap ada negosiasi lebih kecil dan tetap ada batasan. 

Besaran dana untuk usaha mikro di BPRS Harta Insan 

Karimah bisa sampai 5 Milyar per-nasabah, dikarenakan dana 

dalam bentuk mikro secara keseluruhan tidak atas batasnya. 

Kemudian ketika pihak analisis mengajukan mereview dan komite 

menyetujui, maka dana langsung dicairkan. Akan tetapi semua 

tergantung dari pihak analisis pembiayaan, jadi semakin banyak 

pihak analisis menyetujui, maka akan semakin banyak dana yang 

dicairkan. 

e. Collateral  

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh calon 

nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik, tetapi jaminan 

hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan, selain itu 

jaminan perlu untuk diteliti keabsahannya untuk mengetahui 

kepunyaan milik sendiri atau bukan, dan juga dibutuhkan 

kunjungan (survey) sehingga jika terjadi suatu masalah, maka 

jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan. Fungsi jaminan 

yaitu sebagai pelindung bank dan resiko kerugian. Akan tetapi 
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sebuah jaminan diperlukan bila suatu saat nasabah terjadi 

wanprestasi namun jaminan hanyalah pendukung, bukan aspek 

utama yang diperhitungkan. 

Apabila di BPRS Harta Insan Karimah terdapat nasabah 

yang wanprestasi atau gagal bayar walaupun sebenarnya peristiwa 

tersebut jarang terjadi karena sudah diawasi dan diatasi sejak dini 

sejak berjalannya pembiayaan dengan bedasarkan data yang telah 

dipaparkan dalam laporan keuangan pada kualitas aktiva produktif 

& informasi lainnya publikasi pada tanggal 31 desember 2018. 

Maka jumlah pembiayaan yang tergolong lancar lebih banyak 

dibandingkan dengan jumlah pembiayaan macet. 

 

Table 4.1 

Kualitas Aktiva Produktif &  Informasi Lainnya Publikasi 

Pos-pos L KL D M 

Rasio Non Performing 

Finanching (NPF) (%) 

80,21 2,45 0,97 16,37 

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah Ciledug 

 

Akan tetapi jika tetap terjadi wanprestasi pada nasabah, 

maka BPRS Harta Insan Karimah memiliki cara, yaitu : Pertama, 

melakukan musyawarah antara pihak bank dengan nasabah dan 

melakukan perubahan jadwal pembayaran atau perpanjangan 
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waktu  (rescheduling) sesuai dengan kemampuan nasabah, 

sebagaimana telah diatur dalam PBI Nomor 13/9/PBI/2011 

Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia, Nomor 

10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayan bagi Bank 

Syariah dan Unit Syariah pada Pasal 1 Ayat  7, bahwasanya 

Rektrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan tujuan 

meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bank dan 

menyelematkan kembali pembiayaan yang telah diberikan,
6
 antara 

lain melalui :  

a) Penagihan intensif 
7
 

1. Pihak BBPRS Harta Insan Karimah akan mengubungi 

nasabah yang mengalami pembiayaan macet lewat via 

telepon untuk memberitahukan kepada nasabah tersebut telah 

adanya keterlamabatan dalam pembayaran pembiayaannya. 

2. BPRS Harta Insan Karimah datang untuk mengunjungi 

rumah nasabah tersebut untuk diajak bermusyawarah oleh 

pihak bank untuk mengetahui alasan terjadinya pembayaran, 

dengan mengaharapkan nasabah dapat melanjutkan 

pembayaran pembiayaan. 

3. BPRS Harta Insan Karimah mengirimkan surat berupa 

teguran untuk nasabah pembiayaan macet agar segera 

dibayarkan. 

                                                           
6
 Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah, (Jakarta : PT.Gramedia 

Pustaka Umum, 2014), h.235. 
7
 Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Athoillah (Account Officer). 



71 
 

  
  
 

b) Rescheduling, yaitu strategi atau langkah penyelamatan 

pembiayaan dengan melakukan perubahan jangka waktu 

pelunasan, jumlah setoran maupun pembayaran margin.
8
 

c) Reconditioning, yaitu strategi atau langkah penyelamatan 

pembiayaan dengan melakukan perubahan syarta-syarat 

pembiayaan/persyaratan baru. 

d) Restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan dengan hati-hati, 

cermat serta memperhatikan hal-hal berikut ini : 

1. Pembiayaan yang akan direstrukrurisasi wajib dianalisis 

bedasarkan prospek usaha nasbah pembiayaan dan 

kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas 

2. Keputusan restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan atau 

mendapat persutujuan komite yang lebih tinggi dari komite 

yang memutuskan pemberian pembiayaan. 

3. Proses analisis dan pelaksanaan restrukrurisasi pembiayan 

diamanistrasikan dan dikomentasikan secara lengkap dan 

tertib. 

e) Penataan kembali (restructuring), merupakan perubahan 

persyaratan pembiayaan, antara lain meliputi : 

1. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank 

2. Konversi akad pembiayaan 

                                                           
8
 Ikatan Bankir Indonesia, op.cit. 
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3. Konversi pembiayaan menjadi surat beharga syariah 

berjangka waktu menengah 

4. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara 

pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan 

rescheduling atau reconditioning.
9
 

Kedua, adalah novasi (pembaharuan utang) merupakan salah 

satu penyebab hapusnya perikatan, yaitu perjanjian yang 

menggantikan perikatan yang lama dengan perikatan yang baru, 

penggantian tersebut dapat terjadi pada kreditur, debitur, maupun 

objek perikatan. 

Ketiga, yaitu eksekusi sebuah alternative yang dapat dilakukan 

oleh bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Eksekusi 

merupakan penjualan agunan/jaminan usaha yang dimiliki oleh 

bank.
10

 Akan tetapi jaminan pun tidak sepenuhnya milik bank 

walaupun pada dasarnya milik bank dan bank harus membagikan 

hak-hak kepada pihak ketiganya tersebut, selain itu sisa atau hasil 

penjualan agunan akan dikembalikan kepada debitur, sebaliknya 

jika terjadi kekurangan atas hasil penjualan agunan akan menjadi 

tanggung jawab debitur, namun pada praktiknya, bank tidak dapat 

menagih lagi kepada debitur untuk melunasi kewajibannya atas 

                                                           
9
 www.bi.go.id diakses pada tanggal 9 Februari 2019. 

10
 Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta : Kencana, 2010), 

h.129. 

http://www.bi.go.id/
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kerugian, karena hasil penjualan agunan tidak cukup, maka bank 

akan membebankan kerugian tersebut kedalam kerugian bank 

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan diatas, maka pihak 

BPRS Harta Insan Karimah mempunyai tehnik atau cara dalam 

menagih piutangnya, yaitu dengan datang sendiri (walking in the 

bank) ataupun transfer ke bank dan kolektor. Akan tetapi 

tergantung bagaimana kesepakatan atau akad diawal dengan 

nasabah. Jika mendapatkan nasabah yang telat bayar, maka tidak 

ada denda untuk nasabah. Pengenaan denda menjadi boleh karena 

ada fatwanya, sebagaimana Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-

MUI/IX/2000 yaitu Tentang sanksi atas nasabah mampu yang 

menunda-nunda pembayaran, karena dilihat dari dampaknya 

apabila tidak ada pengenaan denda, maka pasti banyak nasabah 

yang mampu untuk sengaja menunda-nunda pembayaran dan juga 

terdapat mudhorot yang ditimbulkan.  

Akan tetapi denda di bank syariah tidak boleh diakui sebagai 

pendapatan, Karena hukumnya menjadi haram, tetapi masuk dalam 

pos dana kebajikan. Berbeda dengan denda di bank konvesional 

yang diakui sebagai pendapatan bank. Oleh karenanya BPRS Harta 

Insan Karimah menerapkan denda atau sanksi keterlambatan 

pembayaran angsuran yang besarnya telah ditentukan sesuai 

produk pembiayaannya, kemudian akan dimasukkan ke dalam dana 

social bukan untuk dana pendapatan. Akan tetapi, dana social akan 
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disebar lagi dalam bentuk qardh karena kurang menguntungkan 

bagi bank, maka BPRS Harta Insan Karimah tidak menetapkan 

denda bagi nasabahnya dan pendapatan yang diperoleh BPRS 

Harta Insan Karimah sendiri berasal dari margin.  

Dalam pembiayaan di BPRS Harta Insan Karimah jika ada 

nasabah yang ingin melunasi sebagian atau melunasi sepenuhnya, 

maka akan mendapatkan diskon (muqosah) untuk nasabah tersebut 

dengan menyesuaikan terhadap kebijakan yang ada, dan  melihat 

juga dari sisi status pembiayaannya, apakah tergolong lancar atau 

tidak, dengan akad yang digunakan dalam pembiayaan mikronya. 

Selain itu di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug tidak ada pinaliti 

seperti bank lain yang harus dibayar oleh nasabah, jika nasabah 

tersebut ingin melunasi, maka akan mendapat pinalti sekian persen 

dari sisanya.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Bedasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan di BPRS Harta 

Insan Karimah Ciledug, maka pembahasan penulis dapat menyimpulkan bahwa : 

1. Prosedur pembiayaan mikro oleh BPRS Harta Insan Karimah  Ciledug 

mengedepankan kemudahan dan persyaratan yang sederhana dalam 

prosesnya, dengan menyertakan persyaratan umum berupa ; fotokopi KTP, 

KK, Surat nikah dan fotokopi jaminan berupa sertifikat, dan memiliki usaha 

yang sudah berjalan minimal 1 tahun. Kemudian dengan menggunakan lima 

tahapan pembiayaan, yaitu meliputi tahap permohonan pembiayaan, tahap 

analisis pembiayaan, tahap pemberian dalam keputusan pembiayaan , tahap 

pencairan pembiayaan / akad pembiayaan, dan tahap pemantauan 

pembiayaan. 

2. Dalam analisa kelayakan pembiayaan mikro pada BPRS Harta Insan 

Karimah Ciledug. Penilaian yang dilakukan oleh Account Officer dengan 

menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, 

Condition). Akan tetapi jika dilihat dari berbagai jumlah kasus yang telah 

ditemukan pada nasabah, maka implementasinya lebih menekankan pada 

dua aspek, yaitu aspek character dan aspek capacity. Selain itu 
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dipertimbangkan juga dengan aspek pendukung lainnya, yaitu aspek capital, 

aspek collateral dan aspek condition of economy. Kemudian dengan hasil 

analisis yang telah dilakukan oleh  Account Officer maka dibahas bersama 

dengan para kepala bagian, direksi, dan komisaris. Setelah itu survey 

lapangan akan dilakukan dan hasilnya untuk membantu dalam memutuskan 

bahwa permohonan pembiayaan yang telah diajukan nasabah tersebut layak 

untuk disetujui dan dicairkan, karena nasabah telah memenuhi kriteria dan 

ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh BPRS Harta Insan Karimah 

Ciledug. 

B. SARAN 

1. BPRS Harta Insan Karimah Ciledug harus melakukan sistem monitoring 

yang lebih giat lagi kepada calon nasabah, agar bisa meminimalisir ataupun 

memperkecil dengan terjadinya pembiayaan bermasalah 

2. Dapat memberdayakan dan memperhatikan nasabah yang telah mengajukan 

pembiayaan mikro, agar bisa dibina untuk diberikan pemahaman ilmu 

mengenai kiat-kiat dalam berbisnis untuk bisa meningkatkan usaha yang 

telah dijalankannya, sehingga bisa menjadi pengusaha yang sukses dengan 

menerapkan prinsip syariah 

3. Pihak BPRS Harta Insan Karimah Ciledug harus bisa meningkatkan kualitas 

kinerja dan memberikan pelatihan yang lebih giat lagi dalam pembiayaan 

mikro, sehingga pangsa-pangsa pasar perbankan syariah bisa meningkat 

dengan pengamanan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Narasumber : Bapak Achmad Athoillah (Account Officer) 

Waktu   : 6 Februari 2019 

Tempat  : BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Ciledug 

1. Apa keunggulan pembiayaan mikro di BPRS HIK Ciledug dibandingkan 

dengan pembiayaan bank lain ? 

Jawab : Setiap pembiayaan mikro pada bank lain pasti mempunyai 

keunggulan yang dimiliki masing-masing, tetapi jika di BPRS 

Harta Insan Karimah Ciledug memiliki keunggulan berupa ; 

Angsurannya Kompetitif, Angsuran tetap sampai lunas (tidak 

terpengaruh suku bunga), Akadnya transparan, Memiliki proses 

cepat dan syarat mudah maupun dalam pelunasan lebih awal 

tidak dikenakan pinalti. 

2. Bagaimana prosedur dalam pembiayaan mikro di BPRS HIK Ciledug ? 

Jawab :  Nasabah harus memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 1 

tahun, kemudian jika persyaratan itu terpenuhi oleh calon 

nasabah, maka langsung memenuhi persyaratan selanjutnya dan 

langsung berkomunikasi dengan pihak marketing pembiayaan 

mikro. 

3. Bagaimana analisa kelayakan pembiayaan mikro di BPRS HIK Ciledug ? 

apa saja yang dijadikan penilaiannya ? 

Jawab : Dalam menganalisis calon nasabah yang ingin mengajukan 

pembiayaan pihak BPRS HIK Ciledug akan menerapkan 

penilaian bedasarkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, 

Collateral, Condition. 

4. Bagaimana kriteria pembiayaan modal usaha yang mendapatkan 

persetujuan dalam mengajukan pembiayaan ? 



Jawab :  Harus sudah memiliki usaha yang telah berjalan minimal 1 

tahun dan usaha yang dimilikinya memiliki tempat usaha yang 

permanen. 

5. Bagaimana strategi BPRS HIK Ciledug dalam menganalisis kelayakan 

pembiayaan mikro yang diajaukan oleh nasabah ? 

Jawab : Strategi BPRS HIK Ciledug dalam menganalisis kelayakan 

terhhadap pembiayaan yang akan diajukan dengan 

menggunakan prinsip 5C dan aspek syariah, tetapi tidak 

menutup kemungkinan adanya penilaian diluar dari prinsip 5C, 

tergantung kepada implementasinya di lapangan, misalkan 

dengan penambahan pertimbangan terhadap aspek-aspek lain 

seperti analisa pasar, hubungan dengan supplier dan sebagainya. 

6. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam analisis pembiayaan mikro 

hingga bisa disetujui ? 

Jawab :  Waktu yang dibutuhkan dalam analisis sesuai dengan standar 

layanan yaitu 7 hari. 

7. Akad apa saja yang digunakan dalam menyalurkan pembiayaan mikro 

untuk modal usaha ? 

Jawab :  Akad yang digunakan pada pembiayaan mikro di BPRS HIK 

Ciledug menggunakan ; Akad Murabahah, Akad Musyarakah 

dan Mudharabah, dan Akad Ijarah. Sedangkan akad yang lebih 

banyak terpakai dalam pembiayaan modal usaha adalah Akad 

Murabahah. 

8. Bagaimana margin yang didapatkan oleh BPRS HIK Ciledug untuk 

pembiayaan mikro ? 

Jawab :  Margin yang didapatkan oleh BPRS HIK Ciledug menyesuaikan 

dengan akadd yang digunakan terhadap pembiayannya. 

9. Bagaimana penanganan yang dilakukan BPRS HIK Ciledug dalam 

menangani pembiayaan bermasalah / macet ? 

Jawab :  Jika terdapat nasabah yang mengalami pembiayaan macet, maka 

dari pihak BPRS HIK Ciledug akan memberitahukan kepada 



nasabah tersebut bahwasanya pembiayanya mengalami 

kemacetan, jika nasabah tetap belum membayar angsuran 

pembiayaan, maka akan di berikan surat peringatan ataupun 

surat teguran dari pihak bank. 

10. Bagaimana cara untuk menilai karakter calon nasabah ? 

Jawab :  Dapat diketahui dari cara berbicaranya, serta watak calon 

nasabah bisa dilihat dari kelancaran pembayaran pembiayaan di 

masa lalu jika nasabah merupakan nasabah lama. 

11. Apakah ada potongan / diskon yang diberikan pihak BPRS HIK Ciledug 

pada pembiayaan mikro, apabila nasabah ingin melakukan pelunasan 

setengah / keseluruhan ?  

Jawab :  Nasabah yang ingin melunasi sebagian atau melunasi 

sepenuhnya, maka akan mendapatkan diskon (muqosah), dengan 

menyesuaikan terhadap akad yang digunakan dalam pembiayaan 

mikronya dan melihat juga dari sisi status pembiayaannya, 

apakah tergolong lancar atau tidak. Dan di BPRS HIK  Cieldug 

juga tidak ada pinaliti seperti bank lain yang harus dibayar oleh 

nasabah. 

12. Apakah tujuan dari BI Checking ? 

Jawab :  Tujuan dari BI Checking untuk melihat pembayaran hutang di 

banl lain dan melihat kolektibilitas pembiayaan atau tingkat 

kesehatan pembiayaan yang dimiliki oleh nasabah tersebut. 
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